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A. Pendahuluan 

Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2024 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 

Pariwisata. 

Dinas Pariwisata DIY sebagai Perangkat Daerah sektoral melakukan 

pelayanan umum langsung kepada masyarakat. Salah satu fungsi Dinas 

Pariwisata adalah “Pelaksanaan pelayanan umum bidang Pariwisata”. 

Pelayanan secara langsung ini melekat pada tugas dan fungsi Bidang 

Pemasaran Pariwisata. Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan 

fungsi Tourist Information Centre (TIC)/Tourist Information Service (TIS). 

Tourist Information Centre ini berlokasi di Jalan Malioboro 16 Yogyakarta 

dan di Kuta, Bali yang bernama Indonesia Information Tourism Centre (ITIC). 

Sementara TIS terdapat di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). 

TIC dan TIS ini memberikan informasi secara langsung mengenai 

Pariwisata DIY kepada masyarakat, wisatawan mancanegara maupun 

wisatawan nusantara. 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan good governance 

berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi yang dapat 

dijangkau masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pariwisata 

DIY sebagai badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan 

menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah. 

Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 

tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik 

wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling 



 

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan salinan 

laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi. Dengan berdasarkan 

aturan tersebut, maka Dinas Pariwisata DIY menyusun laporan pelayanan 

informasi publik yang berisi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang 

telah dilakukan selama tahun 2025. 

 

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi 

pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan 

yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. 

Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai 

kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. 

Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya 

dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran 

teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya. 

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal media 

sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya 

Instagram (@visitingjogja, @dispardiy), Twitter (@visitingjogja), 

Youtube (Visiting Jogja TV) dan Facebook Fanspage (Dinas Pariwisata 

DIY), selain itu publik juga dapat mengakses informasi, berita 

pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY 

secara berkala melalui portal resmi web portal dinas di alamat 

http://visitingjogja.jogjaprov.go.id/webdinas Portal web Dinas menjadi 

pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang 

disediakan oleh Dinas yang juga menjadi salah satu media komunikasi 

pemerintah ke masyarakat yang dilayaninya. 

 

http://visitingjogja.jogjaprov.go.id/webdinas%20Porta


 

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam 

menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik telah dijabarkan melalui 

peraturan dan keputusan yaitu: 

a. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan  Keterbukaan Informasi Publik; 

b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 

2025 tenggal 4 Februari 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 

c. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 45 Tahun 2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Penetapan 

Standar Pelayanan pada Dinas Pariwisata DIY; 

d. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata DIY Nomor 40 Tahun 2025 

Tanggal 14 Februari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pariwisata DIY. 

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembatu pada Dinas 

Pariwisata DIY dijabat oleh Sekretaris dinas, dalam Keputusan Kepala 

Dinas Pariwisata DIY Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Pariwisata 

DIY, PPID Pembantu pada Dinas Pariwisata DIY bertugas 

mengkoordinasikan: 

a. Pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan 

Dinas Pariwisata DIY. 

b. Pengolahan, pendokumentasian, penataan, dan penyimpanan data dan 

informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas 

Pariwisata DIY. 

 

 



 

c. Pengklasifikasian Informasi, yang dibagi menjadi dua kelompok : 

1. Informasi yang bersifat publik, meliputi : 

• Informasi publik yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala. 

• Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta 

merta. 

• Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. 

• Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. 

2. Informasi yang dikecualikan. 

d. Pemutakhiran data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas 

Pariwisata DIY; 

e. Pelayanan informasi kepada publik. 

Dinas Pariwisata DIY secara aktif melakukan penyebarluasan 

informasi publik kepada masyarakat dan melakukan berbagai upaya 

untuk mengoptimalkan layanan informasi publik kepada masyarakat. 

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 

a. Membentuk dan menetapkan Pengelola Layana Informasi dan 

Dokumentasi (PLID); 

b. Membentuk dan menetapkan petugas layanan publik baik di Kantor 

Dinas Pariwisata maupun Layanan TIC dan TIS. 

c. Membentuk dan menetapkan Pengelola Portal Website dinas dan 

media sosial dinas; 

d. Menyediakan desk informasi publik untuk memberikan layanan 

yang optimal kepada masyarakat; 

e. Melakukan koordinasi seluruh bidang untuk melakukan klasifikasi 

informasi dan menyusun daftar informasi publik (DIP); 

f. Melakukan update berita dan informasi publik melalui portal 

website dan media sosial; 



 

g. Menyelenggarakan layanan informasi publik kepada masyarakat 

baiksecara langsung maupun melalui media elektronik. 

3. Sarana dan Prasarana Layanan 

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi 

publik di Dinas Pariwisata DIY yaitu: 

a. Desk Layanan Informasi 

Desk layanan informasi merupakan fasilitas layanan infomasi bagi 

publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Desk informasi 

berlokasi di kantor Dinas Pariwisata DIY di Jalan Janti Km.4 

Banguntapan Yogyakarta, TIC Malioboro, TIS YIA dan ITIC 

Bali. Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja 

dengan jadwal sebagai berikut: 

Tabel 1. Jam pelayanan informasi di kantor dinas 

HARI JAM 

PELAYANAN 

ISTIRAHAT 

Senin - Kamis 08.00 - 15.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB 

Jumat 08.00 - 14.00 WIB 11.00 - 13.00 WIB 

 

Tabel 2. Jam pelayanan informasi di TIC Malioboro 

HARI JAM 

PELAYANAN 

Senin - Jumat 08.00 - 19.30 WIB 

Sabtu 08.00 - 18.30 WIB 

Minggu 09.00 - 15.00 WIB 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3. Jam pelayanan informasi di TIS Bandara YIA  

HARI JAM 

PELAYANAN 

Senin - Jumat 07.30 - 19.00 WIB 

Sabtu-Minggu 09.00 - 15.00 WIB 

 

Tabel 4. Jam pelayanan informasi di ITIC Bali 

HARI JAM PELAYANAN 

Senin - Jumat 07.30 - 16.00 WITA 

 

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk 

penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara 

mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi. 

b. Portal Website, Email dan Media Sosial 

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan 

informasi secara mudah, murah dan cepat, Dinas Pariwisata DIY 

membangun akses informasi bagi publik melalui saluran 

elektronis, yaitu portal website, e- mail dan media sosial yang 

dapat diakses oleh di mana saja melalui jalur internet. Adapun 

alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah: 

• Portal website: http://visitingjogja.jogjaprov.go.id 

http://visitingjogja.jogjaprov.go.id/webdinas 

• E-mail: dispar@jogjaprov.go.id 

• Twitter: @visitingjogja 

• Instagram: @visitingjogja, @dispardiy 

• Facebook: Dinas Pariwisata DIY 

• Youtube: Visiting Jogja TV 

 

 

http://visitingjogja.jogjaprov.go.id/
http://visitingjogja.jogjaprov.go.id/
mailto:dispar@jogjaprov.go.id


 

c. Papan Pengumuman 

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi, ketersediaan 

informasi publik melalui papan pengumuman yang bersifat 

konvensional harus tetap disediakan, karena untuk memberikan 

informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang 

belum paham TIK. 

d. Saluran telepon/Faksimili dan Korespondensi 

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran 

telepon dan faksimili disediakan untuk meberikan informasi yang 

cepat kepada masyarakat, yaitu dapat menghubungi melaui nomor: 

• Telepon: (0274) 587486 

• Faksimili: (0274) 565437 

• Korespondensi/surat-menyurat: 

Dinas Pariwisata DIY 

Jalan janti Km. 4 Banguntapan Bantul 

Kode pos 55198 

4. Sumber Daya Manusia 

 Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Dinas 

Pariwisata DIY adalah sekretariat, yang dikoordinasikan oleh 

Sekretaris dinas yang bertindak sebagai PPID Pembantu dan dibantu 

oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. 

5. Hasil Layanan Informasi Publik 

Dalam periode tahun 2025 pemohon informasi yang diajukan ke 

Dinas Pariwisata DIY yang terdata di TIC Malioboro, TIS YIA, TIS 

Bali, Email dan Media Sosial (@dispardiy) maupun datang langsung 

ke kantor Dinas Pariwisata DIY. Pemohon informasi yang datang 

secara langsung didominasi oleh pelajar/mahasiswa yang meminta 



 

informasi berkaitan dengan mekanisme pengajuan praktik kerja 

lapangan (PKL). Selain itu banyak mahasiswa yang akan melakukan 

riset dan melakukan wawancara penelitian. Jumlah pemohon 

informasi publik selama periode tahun 2025 di Dinas Pariwisata DIY 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 

2025 

 

Bulan 

Jumlah 

Pemohon 

 

Ditolak 

 

Diterima 

Rata – rata waktu 

menjawab 
Alasan 

penolakan 

TIC 

Malioboro 

TIS 

  YIA 

TIS 

Bali 
Email 

Media 

Sosial 
Total 

    

Januari 370 207 66 36 34 713 - 713 ≤ 10 hari - 

Februari 318 212 33 37 18 618 -      618 ≤ 10 hari - 

Maret 255 148 26 28 20 477 - 477 ≤ 10 hari - 

April 367 243 24 32 16 682 - 682 ≤ 10 hari - 

Mei 342 240 30 47 25 684 - 684 ≤ 10 hari - 

Juni 489 246 62 35 37 869 - 869 ≤ 10 hari - 

Juli 1223 377 49 46 39 1734 - 1734 ≤ 10 hari - 

Agustus 1043 340 39 39 38 1499 - 1499 ≤ 10 hari - 

September 641 274 31 46 53 1045 - 1045 ≤ 10 hari - 

Oktober 409 297 46 58 61 871 - 871 ≤ 10 hari - 

November 382 273 35 40 45 775 - 775 ≤ 10 hari - 

Desember 45 264 57 15 49 430 - 430 ≤ 10 hari - 

TOTAL 5884 3121 498 459 435 10397  10397   

 

 



 

 

 

Gambar 1. Grafik Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2025 

 

Pelayanan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan dengan 

sebaik mungkin sesuai standar pelayanan informasi yang ada, dan pada 

umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan. Namun ada 

beberapa hal yang perlu dibenahi agar dapat memberikan pelayanan 

yang optimal. Adapun sengketa informasi publik selama kurun waktu 

tahun 2025 pada pelayanan informasi PPID pembantu Dinas 

Pariwisata tidak ada (nihil). 

 

Sebagai Badan Publik, Dinas Pariwisata DIY mengikuti 

serangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi 

Badan Publik se-DIY Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi 

Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nilai : 92,95 

dengan kualifikasi Informatif, berdasarkan  Surat Keputusan Ketua 

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 

002/XI/KIDDIY-KEP/2025 Tanggal 24 November 2025 tentang Hasil 

Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Di Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2025. 
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6. Kendala Pelayanan 

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Pariwisata 

DIY yang menjadi kendala yaitu: 

a. Kendala Internal 

1. Kebutuhan SDM, terutama petugas pelayan informasi, baik 

secara kualitas maupun kuantitas. 

2. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi 

informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga 

kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala 

kurang optimal; 

3. Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara 

berkala, dan kegiatan uji konsekuensi belum dilaksanakan 

secara maksimal; 

4. Dukungan anggaran yang belum maksimal. 
 
 

b. Kendala Eksternal 

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di 

seluruh unit kerja; 

2. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan 

maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga 

data pemohon informasi tidak lengkap. 

 

C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 

Untuk meningkatakan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID 

Pembantu Dinas Pariwisata DIY telah menyusun rekomendasi dan 

melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksankan pada 

tahun 2025 yaitu: 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


